BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMERKOSAAN ANAK
KANDUNG DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
NOMOR:1459/PID/B/2013/PN.Mks

A. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Menetapkan
Perkara Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks Putrusan Pengadilan Negeri

Makassar.

Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Makasaar yang
menyatakan dan menimbang bahwa terdakwa telah terbukti melakukan
tindak pidana “memaksa anak melakukan persetubuhan terhadap anak”
merusak masa depan korban dan telah membuat trauma seumur hidup.
Penulis sependapat dengan hal yang memberatkan menurut Hakim
tersebut, dilihat dari segi keputusan jauh dari rasa keadilan. Tujuan
hukum pidana harus mengacu pula pada tujuan hukum secara umum.
Menurut Baharuddin Lopa pada dasarnya tujuan hukum ialah
menegakkan keadilan, sehingga ketertiban ketentraman masyarakat
dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus
mengndung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat.! Seharusnya

Hakim dapat memberikan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang

! Bahruddin Lopa, A/-Qur’an dan Hak-Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa,
1996), 126.
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semula atau memberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang

yaitu 15 tahun penjara.

Dalam Undang-undang, yaitu didalam Pasal 81 Undang-undang

No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasaan atau
ancaman kekerasan memaksa anak melakukam persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”.

Ayat (2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berlaku pula bagin setiap orang dengan sengaja melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain’.

Tindak pidana perkosaan tidak hanya dimuat dalam Undang-undang,
melaikan dalam KUHP, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak atau
peyimpangan seksual terhadap anak ditentukan hukumannya dalam pasal

287 KUHP:?

Ayat (1) “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar
pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus di diga,
bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak
ternyata, bahwa belum mampu kawin, diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan tahun’.

Moeljatmo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: PTBumik Aksara, 2008), 105
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Ayat (2) “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali
Jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika salah

satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294"

Dampak perkosaan terhadap anak tersebut adalah kelompok yang
paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma berat. Masa
depannya akan hancur dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka
pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan meresa tercemar dan
kejadian yang biadab itu akan terus menerus menghantui korban,
sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk
mengakhiri semua penderitaanya”.? Ditambah dalam kasus ini pelakuknya
bukan lain melainkan ayah korban sendiri yang seharusnya menjadi
panutan malah merusak masa depan anaknya dan tidak bisa dibayar oleh

uang sebesar apapun.

Putusan hakim pengadilan negeri makassar terhadap pelaku
perkosaan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu dengan menghukum
pidana penjara selama delapan tahun dari tuntutan jaksa yaitu 13 tahun
penjara dan denda Rp.100.000.000,00-. Hakim menilai hal-hal yang
meringankan hukuamn terdakwa yakni terdakwa berlaku sopan di
persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali
perbuatannya. Di dalam salah satu pertimbangan hakim pengakuan

merupakan suatu hal yang dapat meringankan hukuman.

3 Bagong Suyantodan Emy Susanti Hendarso, Wanita, (Surabaya: Airlangga Univrsity Press,
1996), 10.
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Dilihat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang sangat
merugikan korban, penulis lebih sependapat dengan tuntutan yang
diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu hukuman penjara selama 13
tahun, karena dalam putusan tersebut pelaku tindka pidana pemerkosaan
sudah memnuhi segala unsur-unsur pelanggaran terhadap UU

perlindungan anak.

Di dalam persidangan kasus ini terdakwaa didampingi oleh kuasa
hukum yang membela terdakwa sehingga di dalam persidangan terdakwa
mendapat pembelaan dalam persidangan. Sementara dari pihak korban
tidak mendapat hak bantuan hukum sebagaimana yang didapatkan oleh
terdakwa. Sebagai subyek korban berhak didengar keterangannya,
mendapat informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan,
dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperoleh dan dipulihkan

situasi dirinya atas perampasan hak-hak dan kekerasan yang dialaminya.*

Tujuan tersebut dapat dikaitkan dengan kasus kejahatan kekerasan
seksual (perkosaan) baik dari aspek pelaku, masyarakat maupun korban.
Dijatuhkannya sanksi hukm pada pelaku, maka secara tidak langsung hal
itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum
kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada wanita yang

menjadi orban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada dihukumnya

4 Theo Van Boven, Mereka Yang Menjadi Korban, (Jakarta: ELSAM, 2000), 44.
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pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya, seperti

kehamilan akibat perkosaan.’

Semestinya pihak pengadilan memberikan perlindungan setelah
hakim memberikan putusan di persidangan yang bertujuan untuk
memberikan pemulihan trauma yang berjangka panjang dan untuk
memperbaiki masa depan korban. Di sinilah keadilan yang seharusnya

diberikan oleh Hakim kepada korban.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Perkara Nomor:

1459/PID/B/2013/PN.Mks Putusan Pengadilan Negeri Makassar.

Kasus perkosaan seabagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa
yang menjadi pelaku perkosaan yaitu ayah kandung dari korban
perkosaan tersebut. Dalam pandangan hukum pidana islam kasus ini
dapat dihukumi jarimah hudud. Tindak pidana perkosaan ini menurut
Abdul Qadir Audah perkosaan adalah Tindak Pidana yang diancam
dengan hukuman hadd karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.
Berarti apabila pelaku perkosaan adalah ghairu muhsan (orang yang
belum menikah) maka dihukum Aaad cambuk sebanyak seratus kali dan

diasingkan selama satu tahun. Sedangkan hukuman bagi pelaku perkosaan

>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Per/indungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual
Advokasi Atas Hak Perempuan, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 65.
6Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),
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muhsan (orang yang sudah menikah) yakni rajam sampai mati.

Sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW.
8y o d iy e Al A S S B gar B8 52 1l g8 1510
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Artinya: ‘“ambilah dariku, ambilah dariku, sesungguhnya Allah
telah menetapkan jalan bagi kalian. Perjaka dan perawan yang
berzina maka deralah/cambuklah sebanyak 100 kali dan asingkan
selama satu tahun. Sedangkan laki-laki yang sudah menikah
melakukan zina dengan perempuan yang sudah menikah juga,

maka cambuklah 100 kali dan rajam”.”

Bahwa hukuman yang diberikan pada kasus perkosaan ini adalah
hukuman mati yaitu hukuman rajam. Di mana pelaksanaan hukuman ini
dipendam seluruh tubuhnya dan hanya disisakan bagian kepala kemudian
dilemapari batu sampai mati. Hal ini dikarenakan pelaku perkosaan pada

kasus ini sudah menikah (muhsan).

Putusan hakim pengadilan negeri makassar terhadap pelaku
perkosaan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu dengan menghukum
pidana penjara selama delapan tahun dari tuntutan jaksa yaitu 13 tahun
penjara dan denda Rp.100.000.000,00-. Hakim menilai hal-hal yang

meringankan hukuamn terdakwa yakni terdakwa berlaku sopan di

’Sayyid Sabiq, Figih Jinayah, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1990), 97.
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persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali
perbuatannya. Di dalam salah satu pertimbangan hakim pengakuan
merupakan suatu hal yang dapat meringankan hukuman. Hal ini
berbanding terbalik dari hukum pidana Islam yang memandang
pengakuan sebagai bentuk penebusan dosa dari perbuatannya bukan
untuk meringankan hukuman sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu

Hurairah di kisahkan dalam hadist Nabi saw:
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Artinya: “ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah
SAW, ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu
memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan: Hai Rasulullah, aku
telah berbuat zina, tapi aku menyesal. Ucapan ini diulanginya
sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar peryataan yang sudah
empat kali diulanginnya itu, lalu beliau pun memanggilnya seraya
bertanya “apakah engkau ini gila?” “Tidak,” jawab laki-laki itu,
Nabi bertanya lagi “adakah engkau ini orang yang muhsan?” “Ya”
Jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi “Bawalah laki-laki ini

dan langsung dirajam oleh kamu sekalian.”
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Dilihat dari segi hadist ini pelaku mengakui perbuatannya bukan
untuk memperingan tetapi untuk menebus dosanya. Disebutkan dalam
kitab Fathul Bari bahwa perbuatan zina ini dilakukan layaknya
persetubuhan antara suami dan isteri. Dan pelaku meminta agar Nabi
membersihkan dosanya melalui hukuman yaitu hukuman rajam. Disini
Nabi tidak memberikan keringanan bagi pelaku zina yang telah mengakui

perbuatannya melaikan tetap menjalankan hukuman rajam.

Penulis beranggapan bahwa pemerintah selaku pembuat Undang-
Undang yang hanya menjatuhkan vonis yang begitu ringan dan tidak
berdampak jera bagi pelaku. Sedangkan dalam hukum Islam menetapkan
hukuman yang keras atau berat terhadap pelaku pemerkosaan yakni rajam
yang sangat membahayakan nyawa atau sampai mati demi kata adil.
Hukum Islam menetapkan hukum berdasar dan telah menimbang bahwa
menghukum si pelaku pemerkosaan (zina) dengan hukuman yang berat
adalah lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan

oleh merajalelanya perkosaan atau perzinahan.

Dalam  putusan  Pengadilan = Negeri ~ Makassar ~ Nomor:
1459/pid.b/2013/PN. Mks, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak
pidana pemerkosaan bila ditinjau dari sisi hukum pidana Islam tidak
ditemukan kesesuaian karena dalam hal ini penjatuhan hukuman
dilakukan oleh seorang hakim, sedangkan dalam hukum pidana Islam

tindak pidana pemerkosaan merupakan jarimah zina yang dapat dihukumi
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had, had merupakan hukuman yang sudah diatur oleh Allah Swt, jadi
sudah seharusnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan

adalah dihukum mati.

Terlebih bila ditinjau dari sisi korban, yang harus menanggung beban,
baik beban fisik, maupun beban psikologi yang diakibatkan tindakan para
pelaku, semua kembali kepada ketegasan hakim dalam menjatuhkan
sanksi hukum bagi para pelaku. Dengan ini, hukuman yang dijatuhkan
adalah jauh lebih ringan dibandingkan dengan imbas yang ditimbulkan
dari perilaku ini, yakni selain beban yang dialami korban, juga rusaknya
moral masyarakat dikarenakan sanksi hukuman terhadap tindak pidana ini

terlalu ringan.

Oleh karena itu, sangatlah jelas perbedaan pemberian hukuman yang
dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar jauh lebih ringan
yakni hukuman 8 tahun penjara denda 100.000.000,- subsidair 3 bulan
kurungan dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hukum

Islam yakni hukum rajam bagi pelaku tindak pidana zina.

Namun dalam Islam pemerkosaan termasuk kedalam zina al/ wath’u
bi al ikraah (hubungan seksual dengan paksaan). Para fuqaha sepakat
untuk menjatuhi hukuman bagi pelakunya, yaitu dengan dera 100 kali
bahkan hukuman rajam. Dalam putusan yang penulis teliti disini hakim
hanya menjatuhkan hukuman bagi pelaku saja, hal ini dikarenakan korban

masih dalam pengampuan atau masih dibawah umur.
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Jika dilihat dari kasus ini pelaku perkosaan adalah ayah dari
korban yang seharusnya melindungi anggota keluarganya dalam hal ini
anaknya, justru sebaliknya malah melakukan perbuatan keji kepada
anaknya. Dipandang dari sudut pandang Islam bahwa peran seorang ayah
didalam keluarga merupakan peran yang sangat penting, seperti
melindungi dan mengayomi seluruh anggota keluarganya, sebagaimana

disebutkan dalm Al-Qur’an di dalam surat At-Tahrim ayat 6:3
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan

keluargamu dari api neraka.”

8 Bahruddin Lopa, A/-Qur’an dan Hak-Hak Asasi Manusia..., 126.



